
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3815); · 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); · 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau dan Peraturan 
Wali kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Baubau, terdapat perubahan nomenklatur pada 
perangkat daerah yang membidangi pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Baubau Nomor 65 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau; 
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Ketentuan dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata Baubau 
(Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf c garis datar Kedua Bagian Layanan 

Pengadaan pada angka 1, 2, dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
- Bagian Pengadaan Barang/ Jasa membawahi : 

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 65 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa di 
Lingkungan daerah· Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1543}; 

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 
Nomor 5). 

9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kata Baubau (Berita Daerah Kata Baubau 
Tahun 2016 Nomor 35). 
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BERITA DAERAH KC>TA BAUBAU TAHUN 2019 NC>MC>R .~ 

5. 

2. ~~ U 

PARAF KOORDJNASJ ( 
NO. 1~4STANSU UNIT KERJA PARAF . 
1. 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, P={ ~Pet 2019 
SEKRETARIS D 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, >-7 IVtctfel 2019 

WALIKOTA BAUBAU, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Baubau. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 40 

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 
NOMOR :~TAHUN 2019 
TENTANG 
PERUBAHAB ATAS PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOT.A BAUBAU 
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